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Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk pelaksanaan percepatan pembangunan
Proyek Strategis Nasional guna memenuhi kebutuhan
dasar serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
perlu dilakukan percepatan penyediaan tanah yang
diperlukan untuk pembangunan Proyek Strategis
Nasional tersebut;

bahwa dalam penyediaan tanah yang diperlukan untuk
pembangunan Proyek Strategis Nasional tersebut,
seringkali terhambat oleh keadaan dimana tanah yang
akan digunakan, telah dikuasai dan digunakan
masyarakat dengan itikad baik dalam jangka waktu yang
lama;

bahwa untuk penyelesaian tanah yang dikuasai dan
digunakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, perlu dilakukan penanganan dampak
sosial kemasyarakatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Presiden tentang Penanganan
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Mengingat

Menetapkan

Dampak  Sosial Kemasyarakatan dalam  rangka

Penyediaan Tanah untuk Proyek Strategis Nasional,

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENANGANAN DAMPAK
SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN
TANAH UNTUK PROYEK STRATEGIS NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Masyarakat adalah penduduk yang menguasai tanah
negara atau tanah yang dimiliki hak atas tanahnya oleh
pemerintah, pemerintah daerah, badan wusaha milik
negara, atau badan usaha milik daerah.

2. Penyediaan Tanah adalah pengadaan tanah yang
diperlukan untuk digunakan dalam pelaksanaan
pembangunan Proyek Strategis Nasional.

3. Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan adalah
penanganan masalah sosial dalam rangka pemindahan
masyarakat yang menguasai tanah yang akan digunakan
untuk Proyek Strategis Nasional.

4. Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang ditetapkan
oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Presiden tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek

Strategis Nasional.

Pasal 2
(1) Pemerintah melakukan penanganan dampak sosial
kemasyarakatan kepada Masyarakat yang menguasai
tanah yang digunakan untuk pembangunan Proyek
Strategis Nasional.
(2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

tanah negara atau tanah yang dimiliki hak atas tanahnya
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oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik

negara, atau badan usaha milik daerah.

Pasal 3
Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),
memenuhi kriteria:
a. memiliki identitas kependudukan yang disahkan oleh
kecamatan setempat; dan

b. tidak memiliki hak atas tanah yang dikuasainya.

Pasal 4

Penguasaan tanah oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (1), memenuhi persyaratan sebagai

berikut:

a. telah menguasai dan memanfaatkan tanah secara fisik
paling singkat 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus;
dan

b. menguasai dan memanfaatkan tanah dengan itikad baik
secara terbuka, serta tidak diganggu gugat, dan diakui
dan dibenarkan oleh pemilik hak atas tanah dan/atau

lurah/kepala desa setempat.

Pasal 5
Masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, diberikan uang santunan untuk:
biaya pembongkaran rumabh;

a
b. mobilisasi;

o

sewa rumah; dan

o

tunjangan kehilangan pendapatan.

Pasal 6
(1) Kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha
milik negara, atau badan usaha milik daerah yang
tanahnya akan digunakan untuk pembangunan Proyek
Strategis Nasional dan dikuasai oleh Masyarakat,
menyusun dokumen rencana penanganan dampak sosial

kemasyarakatan.
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